SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PESERTA DIDIK YANG ORANG TUA ATAU WALINYA TIDAK MAMPU

Menimbang :

Mengingat :

MEMBIAYAI PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan

1.

yang merata bagi masyarakat Kabupaten Gianyar, harus
diberikan akses untuk mengikuti proses belajar, termasuk
dari segi pendanaan bagi peserta didik yang orang tua atau
walinya tidak mampu membiayai pendidikan;

. bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Oleh Pemerintah
Daerah Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya
Tidak Mampu Membiayai Pendidikan, sudah tidak sesuai
dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga
perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1
Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan
Oleh Pemerintah Daerah Kepada Peserta Didik Yang Orang
Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan,;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi
Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6871);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6793);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5187);



apkan:

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten
Gianyar Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Gianyar Nomor 7) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten
Gianyar Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Gianyar Nomor 9};

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar
Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Gianyar Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemberian
Bantuan Biaya Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah Kepada
Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu
Membiayai Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar
tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH KEPADA PESERTA DIDIK YANG
ORANG TUA ATAU WALINYA TIDAK MAMPU MEMBIAYAI
PENDIDIKAN.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun
2020 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Oleh
Pemerintah Daerah Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua
Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita
Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 29) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

| %
2

3.
4.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Gianyar.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Gianyar.

Bupati adalah Bupati Gianyar.

Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas
adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar.

Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gianyar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta
Berencana yang selanjutnya disebut APBD Semeseta
Berencana adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati
yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Bupati, dalam rangka
penyusunan APBD Semesta Berencana yang
anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan Daerah,
pejabat pengelola keuangan Daerah dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan
dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/ bagian
keuangan selaku bendahara umum Daerah.

Peserta Didik adalah siswa yang mengikuti pendidikan
pada jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar
dan sekolah menengah pertama.

Bantuan Peserta Didik Tidak Mampu adalah
pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah berupa
sejumlah uang tunai yang diberikan kepada siswa
kurang mampu/miskin sesuai persyaratan yang telah
ditetapkan.



13. Peserta Didik Tidak Mampu adalah yang mengikuti
pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini,
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang
orang tua atau walinya kurang mampu membiayai
pendidikannya.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

Sasaran program pemberian bantuan kepada Peserta Didik
yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai
pendidikan yaitu Peserta Didik pada jenjang pendidikan
anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah
pertama untuk sekolah negeri dan swasta yang orang tua
atau walinya tidak mampu membiayai Pendidikan.

3. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 10 dihapus, sehingga
Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

{1) Pencairan bantuan kepada peserta didik yang orang tua
atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan
dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening masing-
masing peserta didik dengan pembayaran langsung
(LS).

(2) Dana bantuan kepada peserta didik yang orang tua atau
walinya tidak mampu membiayai pendidikan
dimanfaatkan oleh peserta didik untuk pembiayaan
keperluan pribadi dalam rangka penyelesaian
pendidikan, antara lain digunakan untuk:

a. Pembelian seragam sekolah, tas sekolah, dan
sejenisnya,;

b. Dihapus;

c. Biaya transportasi pulang pergi ke sekolah;

d. Uang saku siswa ke sekolah; dan

e. Biava kursus/les tambahan.



Pasal II

Peraturan Bupati ini ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 16 April 2024

Pj. BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 16 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya
EPALEA BAGIAN HUKUM

NIP 197601102006041011



